BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Pengaturan hak recall partai politik menurut peraturan perundang-undangan
bukan hal yang baru di Indonesia, recall diatur dalam UU No. 10 Tahun
1966 dan UU No. 2 Tahun 1985. Dengan aturan seperti dalam UU itu,
anggota DPR dibuat terbelenggu dengan seluruh kebijakan partai politik
dimana anggota bernaung. Kemudian pada era reformasi lahirlah UU No. 4
Tahun 1999 tentang Susduk, pengaturan recall menghilang dalam rumusan
UU tersebut. Kemudian diatur lagi dalam UU No. 22 Tahun 2003 Tentang
Susduk MD3. Memang dalam UU partai politik recall diusulkan oleh partai
politik kepada pimpinan DPR dan Presiden yang mengesahkan, akan tetapi
hal ini hanya dianggap sebagai formalitas saja Pimpinan DPR adalah
pelaksana tugas koordinatif dan protokoler yang bukan merupakan atasan
dari anggota DPR lainnya, begitu juga dengan Presiden. Presiden juga tidak
bisa ikut campur masalah internal DPR. Sehingga kekuatan atau otoritas
penuh berada di tangan partai politik.

Anggota DPR saat ini seharusnya tidak dapat direcall oleh partai politik
yang mengusungnya, mengingat para calon anggota DPR dipilih dengan
sistem proporsional. Berdasarkan mekanisme sistem pemilu proporsional
dengan daftar calon terbuka, Partai Politik Peserta Pemilu dari calon tersebut

tidak dapat membatalkan atau mengubah hasil suara yang diperoleh sang
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calon. Merecall anggota dewan yang bersangkutan berarti mengingkari atau
menegasi hasil pemilihan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan.
Anggota DPR mewakili rakyat banyak, sesuai namanya: Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, pada hakikatnya adalah negarawan. la tidak boleh
sekedar perpanjangan tangan partainya.

Saran

Pengaturan hak recall yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan
yang ada sekarang sebaiknya diperbaiki dengan tidak menyerahkan recalling
anggota DPR kepada partai politik yang menaunginya. Akan lebih baik jika
recalling dilakukan oleh lembaga yang memang mengurus tentang kode etik
anggota DPR. Karena jika proses recalling tetap dipegang oleh partai
politik, yang akan lebih banyak dijalankan hanya kepentingan-kepentingan
partai, bukan lagi kepentingan untuk rakyat.

Berdasarkan berbagai macam pertimbangan dan hasil-hasil kajian recall
serta telah membahas dan melihat beberapa penerapan recalling partai
politik, peneliti mengerucutkan mekanisme penerapan hak recall yang akan
datang dalam 3 (tiga) rumusan :

a.  Recall melalui badan kehormatan

b.  Recall melalui rapat paripurna DPR

c.  Petisi oleh rakyat melalui lembaga hukum
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